
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 
Jl. Basuki Rahmat No. 176 Lamongan 

Website : www.lamongankab.go.id/diskopum email :diskopum@lamongankab.go.id 

L A M O N G A N 
 
 

Lamongan, 29 September  2023 

 

Nomor  : 518/1053/413.112/2023  Kepada : 

Sifat  : Penting  Yth. Sdr. Ketua Koperasi Se-Kabupaten 

Lamongan 

di- 

Lampiran : 1 (Satu) Berkas   

Perihal  : Pernyataan Mandiri (Self 

Declare) Oleh Pengurus 

Koperasi  

  

        LAMONGAN 

   

 

Memperhatikan Surat Edaran Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian 

Koperasi dan UKM RI Nomor 7 Tahunn 2023 tanggal 01 September 2023 tentang 

Pernyataan Mandiri (Self Declare) Oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi 

Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam Koperasi/Unit Simpan Pinjam 

dan Pembiayaan Syariah Koperasi (terlampir), bersama ini disampaikan dengan hormat 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan 

Penguatan Sektor Keuangan, dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 

menegaskan Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam jika 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Hanya menghimpun dana (simpanan) dari anggota Koperasi yang 

bersangkutan dan/atau Koperasi lain; 

b. Hanya menyalurkan pinjaman dan/atau pembiayaan kepada anggota Koperasi 

yang bersangkutan dan/atau Koperasi lain; 

c. Pendanaan dari bank, lembaga keuangan lain dan obligasi jumlahnya tidak 

melewati batas maksimal 40% (empat puluh perseratus) dari total aset 

koperasi; 

d. Melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan Peraturan 

Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan 

Pinjam oleh Koperasi; dan/ atau 

e. Tidak melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti 

usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, pasar modal, 

usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam 

undang-undang mengenai sektor jasa keuangan. 

2. Koperasi yang melanggar salah satu ketentuan di atas dikategorikan sebagai 

Koperasi yang bersifat terbuka (open loop), dengan pilihan: 

a. Melakukan perbaikan tata kelola dan cakupan layanan usahanya agar 

memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling lambat 

tanggal 30 Juni 2024  dan   melaporkan  kembali  kegiatan usahanya kepada 

Kementerian Koperasi dan UKM melalui ods.kemenkopukm.go.id; atau 

b. Menyiapkan proses perizinan usaha jasa keuangan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan sebagai Koperasi yang menyelenggarakan layanan usaha sektor 

jasa keuangan, antara lain: Koperasi BPR, Koperasi LKM, Koperasi 

Pembiayaan, Koperasi  Asuransi, Koperasi Pegadaian. Perizinan dilakukan 

paling lambat tahun 2025. 

 

http://www.lamongankab.go.id/diskopum


3. Berdasarkan poin ke 1 dan 2 di atas, Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan 

Pinjam Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam Koperasi/Unit Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah Koperasi (KSP/KSPPS/USP/USPPS Koperasi) baik Primer 

maupun Sekunder harus melakukan pernyataan mandiri (self declare) 

sebagaimana format terlampir, dilengkapi dengan dokumen pendukung dan 

dikirimkan secara electronik kepada Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM 

melalui ods.kemenkopukm.go.id (web based Kemenkop UKM), paling  lambat pada 

tanggal 15 Oktober 2023. 

4. Pernyataan mandiri (self declare) yang dilengkapi dengan dokumen pendukung 

tersebut juga dikirimkan melalui surat ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Lamongan atau dapat melalui e-mail dengan alamat diskopum@lamongankab.go.id, 

paling lambat pada tanggal 15 Oktober 2023. 

5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan sesuai dengan 

kewenangannya akan melakukan verifikasi pernyataan mandiri (self declare), dan 

menyampaikannya kepada Deputi Bidang      Perkoperasian Kementerian Koperasi 

dan UKM RI, untuk  dikonsolidasikan dalam menetapkan Koperasi yang bersifat 

tertutup atau terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 321 UU P2SK. 

6. Perizinan, pengaturan, dan pengawasan Koperasi yang berkegiatan  di sektor jasa 

keuangan (Koperasi open loop) dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai 

dengan peraturan perundang- undangan. 

7. Bagi Koperasi yang tidak menyampaikan Pernyataan Mandiri (self declare) dapat 

dikategorikan sebagai Koperasi yang bersifat terbuka (open loop). 

 

Sehubungan dengan hal tersebut diminta agar Saudara segera menindaklanjuti 

Surat Edaran dimaksud, dan apabila memerlukan informasi lebih lanjut,                                 

dapat menghubungi Sdr. Yusup Effendi, S,IP., M.IP. dengan nomor Whatsapp               

(0812-3050-0228). 

 

Demikian untuk menjadi maklum dan perhatiannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Tembusan : 
Yth. Bapak Bupati Lamongan 

(sebagai laporan) 

 

 

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 

KABUPATEN LAMONGAN 

 

 

 

 

ETIK SULISTYANI, S.Sos., M.Si. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19710722 199203 2 005 
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